BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajek merupakan salah satu komponen penting pada penerimaan Negar.
Besaran kontribusi pajak berperan dalam menjamin stabilitas ketersediaan sumber
pendapatan negara (Andiani & Mochtar 2021). Menurut Defitmi et al. (2023)
menyatakan bahmpq'*mmpﬂkn‘ﬁﬁﬂﬂmpmmrimam negara. Selain itu,
pajak memiliki peran krusidl dalam mul:hhu:tg m pemb:mgunan guna

Indm.h‘unmr ’ﬁw,yljnk didefimsikan sebagai kmlﬂmm wajib yang
harus dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara Pajok bersifat
memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan
langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demiwmﬂtmmn
rakyvat secara optimal.

Pajok merupakan kewajiban yang mengharuskan sebagian kﬂhyunﬂ
m:lmilmm sebagni akibat dari kondisi, penistiwa, atau hnﬁn yang
menimbulkan status tertentu. Kewnjiban ini bukanlah bentuk sanksi. melainkan
distur oleh peraturan yang ditetapkan pemerintah dan bersifat memakss. Meskipun
tidak disertas dengan imbalan langsung dmmp@khqmmn dalam

Mm:q; pemeliharaan hajhhanan ma.symm secars umum. Menurut
Tirtono el al. (2022} pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan oleh negara dan
hﬂsifal.nwrﬁﬁk_;.a. dlmarm wajib pujak memnlmwﬂ;an untuk membayamya
sesuai dengan ketentuan mmmwmﬁm imbalan langsung
yang dapat ditentukan secara spesiﬁk. namun berfungsi sebagai sumber pendanaan
bagi pengeluaran publik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Sistem perpajakan di Indonesia menernpkan mekanisme seffassessmend, di
mana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk mencatat, menghitung, membayar,
serts melaporkan sendin  penghasilan dan pajak yang terutang. Dengan
diterapkannya sistem ini. Wajib Pajak mempercleh kebebasan sekaligus tanggung



I3

jawah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Selain itu, efektivitas sistem
self~assexyment secara lidak langsung bergantung pada tingkat kejujuran Wajib
Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka {Anugrah & Fitriandi,
2002,

Berdassrkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajokan, Wajib Pajak didefinisikan sebagal individu atau
badan yang memiliki hak dan kmuJM W lermasuk sebagai pembayar,
pemotong, muupmpmmwtplgk,mt@kﬂnhmn peraturan pmmdnng-
Eﬁslﬁﬁim pnnmaimpujtk ﬁ-’ﬁud&ne&m, pmnnﬂnml:t mmgmaka.n berbagai
jénis pajak kepads wargs negara, seperti pajak penghasilan, pajak atas properti,
pajak pertambahan milai. pajak penjualan barang mewah, pajak hiburan, pajak
reklame, serls pajak hadiah. Pajak penghssilan dikenakan pada msumher

ri'hpﬂ;hh, termasuk wanisan yang belum terbagi, pmghnﬂm% badan
usaha, dan benfuk usaha tetap yang memperoleh pendapatan di lhlm*ﬁ‘hyah
Indonesia. Salah satu bentuk pajak penghasilan yang diterapkan milhh Pajak
l’qhaiﬂlﬂﬂ"ﬂi] Pasal 21, vaitu pajak vang dikenakan atas pﬁnghlﬂﬁm berupa
gaji, upah, honorarium, funjangan, serta bentuk pembayaran lainnya yang berkaitan
dengan pekerjaan, josa. atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang
pribadi di dalam negeri, baik dalam hubungan kerja tetap maupun sebagai pekerja

lepas..

Mentrut Tirtono et al. (2022), masyarakat berperan sebagai subjek pajak.
sedangkan kekavann vang meneka miliki dikategorikan sebagai objek pajak. Pajak
merupakan salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
{APBN) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam
beberapa tahun terakhir, pemerintah secara aktif melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan penerimasan pajak. Hal ini tercermin dari penctapan target
penerimaan pajak vang tinggi dan terus mengalami peningkatan signifikan setiap
tahunnya, vang menunjukkan bahwa pajak memiliki peran strategis sebagai sumber
pendapatan utama bagi negara.



Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sektor pajak
merupakan kontributor utama dalam penerimaan negara. Hal ini dapat dianalisis
melalun Tabel 1.1, yang menyajikan perbandingan realisasi penerimaan negara
yang bersumber dari pajak dengan penenmaan negara yang berasal dari sektor non-
pajak.

Tabel 1.1 Reallsasi Penerimaan Negara (Trillun Ruplah)

Tahun Penerimaan l‘m;n Total
Faiatill o

2022, 2.034.552.50 203, w#j-u 2.630.147.00

2023 2 118.348,00 315.800,00 2 634. 148,90

2024 2,300 850,80 192.003,10 2801 862,90

Sumber : bps.go.id, tahun 2025

Tabel |.1 menunjukkan bahwa penerimann negam yang bersumber dari
sektor pajak memiliki proporsi vang lebih besar dibandinzkan dengan penerimaan
dari sekier non-pajak. Temuan ini menguatkan bukti bahwa pajak berperan sebagai
Kkontributor utima dalam pendapatan negara dan terus mengalami peningleatan dari
tahun ke tahun.

Mengingat peran pajak yang krusial bagi perekonomian Indonesia,
pemerininh terus berupaya meningkatkan penerimﬁ ixljli mthm berbagai
strategi, Salah satu langkah yang dilakukan adalah reformasi perpajakan (tax
reform), yang mencakip perubahian dan penyempumnaan terhadap peraturan
perundang-undangan serta sistem perpajakan di Indonesia, Pemerintah telah
melaksanakan beberapa tahopan reformusi perpajakan, termasuk penyempurnaan
regulasi pada tahun 1983, 1994, 1997, 2000, dan yang terakhir pada periode 2002
2008, yang dikenal sebagai era modernisasi perpajakan (Tirtono et al., 2022),

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman
mereka mengenai hak dan kewajiban perpajakan (Tanjung et al., 2022). Apabils
Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang memadai terkait peraturan perpajakan,
mereka akan menyadan pentingnya pembayaran pajak bagi kepentingan negara,
yang pada akhimya dapat menmgkstkan kesadaran dan kemauan untuk memenuhi



kewajiban pajaknya. Hal ini juga berlaku bagi Pegawai Negen Sipil (PNS). yang
tidak hanya bertanggung jawab atns pembayaran Pajak Penghasilan, tetapi juga
diharapkan menjadi contoh dalem kepatuhan pajak bagi masyarakat. Dengan
pemahaman perpajakan yang baik, PNS dapat lebih menyadan peran penting
mereka dalam menjaga stabilitas penerimaan negara serta berkontribusi terhadap
pembangunan nasional,

perpajakan ]ndunm. hﬁma m m ﬁhm h.egnn wajib pajak orang
pribadi yang mﬂﬂﬂh ﬁm hhil dnn dikenakm! ﬁ* penghasilan (PPh)
sesuai dengan kelentuan yang berlaku. Scbagai aparatur negara. PNS diharapkan
dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal kepatuhan perpajakan, terutama
dllnm memenihi kewajihan membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan
peraturan yang berlaku, Kepatuhan pajak PNS tidsk hanya berdamipak pada
permﬁm, tetapt jugn mencerminkan kesadaran dmmmn
tﬂrhud}p'pﬂﬂmu perpajakon.

‘Fenomena ketidakpatuhan pajak di kalangan Aparstur Sipil Negars (ASN)
kembali menjadi sorotan setelah mantan pejabat Direktorat Jendernl Pajak (DIP),
I-&ﬁlﬁ Alun Trsambodo, divonis 14 tahun penjara GM Hﬁ:lﬁarjnkma
Pusat atis kasus E;mhl'ihusl dun tindak pidana pencue ﬂnng'{[FPL] (Tim
detdwnm, m Pﬂlﬁk Mmm}'nmh gaya Hngmemh. “keluarganya
yang fidak schanding demgan profilnyn schagai pejabat pajak, termasuk
kepemilikan 1 Erd:iﬂ[.r tanuh dan bangunan serta total kekayaan sebesar Rp36. 1
miliar pada 2021, yang meningkat tajam dari sekitar Rp21 miliar pada 2011 (Putra.
2023). Kasus ini menjadi peringatan bagi pejobat negara untuk lebih transparan
dalem pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
sekaligus mematuhi ketentuan perpajakan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa

meskipun ASN memiliki penghasilan tetap dan kewajiban perpajakan vang jelas,
ketidakpatuhan masih dapat terjadi. Oleh karena itw, penelitian ini menjadi relevan
untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak wajib



pajak orang pribadi di kalangan PNS, dengan studi kasus di RSUP Soeradji
Tirtonegore Klaten.

Menurut Nurmjanna (2020), pendapatan merupakan arus masuk atau
peningkatan aset yang diperofeh melalui pemenuhan suatu kewajiban, vang berasal
dari penyerahan atsu produkst barang. pemberian jasa. atau aktivitas utama yvang
dilakukan secara berkelanjutan oleh suatp perusahasn. Tingkat penghasilan
seseorang atan Wu_]lb Pajak |:I|1pt|1 mlji kesediaannya dalam membayar
pajak. Wajib l’ajﬂtdmgn.n mhﬁmmhhm bersediz memenul)
kewajiban mnn. sedangkan individu dengan ph!ﬂqnt:n lebih rendah
mungkin merasa terbebani ddm membayar pajak ]:wghﬂm ‘orang pribadi,
ﬂﬁﬁ ﬂaglm besar dapatannya dmlukaﬂkam. mm;&mmulu kebutuhan
MMDIIILI & Ra.hmnmu 2023).

 Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati & Haryati (2021) meminjukkan
bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan lerhadap
tqpraﬁlhﬂn‘w:ﬂl Pajak. Temuan serupa fugs diungkapkan dalam pﬂtﬁﬁﬁﬁ#}'&ng
dilakukan oleh Prastyatini & Rahmawati (2023), yang menyatakan hahwa tingkat
pendupatan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadip kepatuhan Wajib
Pajak. Namun, hasil berbeda ditunjukan dalam penelition yang dilskukan oleh
Amanda et al. (2023), yang menyimpulkan bahwa Ixﬁgkﬂ.pﬂhpahhhlpengnmh
negﬂhfﬁuhﬁmﬁhn_tﬁhﬂ!phpﬁtuhun wajib pajak.

Menurut Ramadhanty & Zulaikha (2020), sanksi perpajakan merupakan
salzh satu bentuk kunsekm:nsl atas ketidakpatuhan w:j;&l’njnk dalam sistem xelf-

assessment, Berbogai jenis sanksi felah diatur ﬂﬁhn peraturan perundang-
undangan perpajakan, sebagnimana lercantum dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 vang telah mengalami perubaban melalui Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umuom dan Tata Cara Perpajakan. Regulasi ini
mencakup sanksi pidana maupun  sanksi administratif, beserta  mekanisme

penegakan hukumnya. Penerapan sunksi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak, di mana semakin berat sanksi yang diberlakukan, maka
tingkat kepatuhan Wajib Pajak cenderung meningkat.



Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Agista (2023) mengungkapkan
bahwa sanksi perpajakan memiliki pengarub positif don signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajok. Temusn serupa juga diperoleh dalam penelitian yang
dilakukan oleh Siregar et al. (2023}, vang menyatakan bahwa penerapan sanksi
perpajakan berkontribusi secarn positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan
Wajib Pajak. Namun, hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan
oleh Tirtono et al. (2022), yang W{mﬂ bahwa sanksi perpajakan

berpengaruh negnnt‘lim.hdnk ﬂmmm"‘“ﬂ Wajib Pajak.

Menurut Hani & Furgon (2021), pemahaman perpajakan merujuk pada
kemampunn - Wajib M ~dalam memahami peraturan perpajakon, termasuk
ketentuan terkait lmfm yang harus dibayarkan m:m undang-undang
serta manfaat pajak bagi kehidupan mercka Wajib Pajak yang memiliki
peml.&m yang baik mengenai perpajokan cenderung Hu‘l;. m dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, kurangnya pen
pﬂmﬂﬂmﬂl{m menyebabkan ketidakpatuhan, sehingga kﬂtﬁthﬂtnﬂl;-MEn
hﬂmdﬂ:pﬁﬁmjad: hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Panslifian yang dilakukan oleh Nitasari et al. (3009) menunjikkan bahwa
petishanan perpajakan memiliki pengaruh positiEUAN RIS terhadap
[:ptuhm Wajib Pajak. Hasil s:ruPaiugn ditemukan dalam penelitian Rahmawati
& Kamil (2023), yang ‘menyaiakan bahwa tingkal pemuhaman perpajakan
berkoniribusi secara positif dan signifikan Im,hﬂmhm Wajib Pajak.
Namun, penelitian vang dilakukan oleh Ratu et al (2024) menghasilkan temuan

berbeda, di mana pengetabuan perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan tinjauan literatur, mayoritas penelitian mengenai kepatuhan
Wajib Pajak lebih banyak berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi secara umum.
Nomun, penelitian yang secara khusus meneliti kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi vang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PN5) masih terbatas. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan Wajib



Pajak Orang Pribadi di kalangan PNS dengan mempertimbangkan beberapa faktor
utamz, vaitu tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan,

Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa jumal yang telsh dikumpulkan,
terdapat variasi dalam kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian - penelitian
sebelumnya. Variasi tersebut menunjukkan babwa temuan terkait kepatuhan Wajib
Pajak masih belum konsisten dan belum dapat ditarik pola Kesimpulan yang
seragam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut
faktor-fakior yang_mngnmhi.ﬁﬁmﬂhm_‘ﬁ’:jﬁ?ﬁakﬂmng Pribadi, khususnya
di kalangan Pegawai Negeni Sipil (PNS}). Penelitian int ditusngkon dalam bentuk
karva itmigh hemapa alu'qm dnnqan Judul “PENGARUH. TINGKAT
PENDAPATAN, SANKSI PERPAJAKAN & PEMAHAMAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADL” Etudi Kasus
PﬂuﬁﬁdﬂiﬁLP Soeradji Tirtonegoro Klaten.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan informasi yang telah ditulis sebelumnya, peneliti dapat
menarik kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah
‘sebagai berikut :
I, Apakah tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
l;epah:hn.n wajib pajak orang pribadi (PNS)*

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Kepstuban wajib pujak orang pibsdi (PNS)?

3. Apakah™ pemahaman perpajakan berpengarub positif dan  signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PNS)?

4. Apakah tingkat pendapatin, sanksi perpajakan, dan pemohaman perpajakan
berpengaruh signifikan terhadap kepatuban wajib pajak orang pribadi

(PNE)?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus PNS
di RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten, dengan variabel tingkat pendapatan, sanksi
perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pojak.



1.4 Tujuan Fenelltian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
|. Untuk mengetahui tingkat pendapatan berpengarub positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi {PNS),
Untuk mengetahui sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan

bt

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PNS),

3. Untuk mengetahui pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuban wajib pajak omng pribadi (PNS),

1 Untuk mengetahui tingkat pendapatan, <anks? perpajakan, dan pemahaman
pmp@m hw&h 'ﬁﬁﬁkﬂn terhadsp wajih pajak. orang pribadi
(@) L -

1.5 Manfaat Penelitian
| L WTcmiljs

‘Mﬂhﬁm ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik ﬁ Hﬁng
j:em:d*:m,ﬂwm;mra mengenat faktor-fakior yang memengarub kcpuﬂ:htn wajib
pajuk mm seperii tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan pemahaman
pn'pljnkm. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam
pﬁlgambangm: teori kepatuhan wapih pajak di knmm sehagai salah satu

ew_l_r _“'“J_'!"__I_’F,]ﬂ!: Eung_s_lgmﬁka.n___
2. Manfuat Praktis

‘Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfuat bagi berbagai
pihak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DIF), penelitian il dapat menjadi masukan
dalam merumuskan kebijakom dn strategi vang efektif untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan PNS. Bagi PNS di RSUP Soeradji
Tirtonegoro Klaten, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya
pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Selain 1tw, bagr pihak
manajemen RSUP, penelitian inil dapat menjadi dasar untuk menyusun program
atau pelatihan terkait perpajakan guna meningkatkan kepatuhan pajak pegawainya.



	Revisi_Bab 1_20.93.0164_1762838563_001.pdf (p.1)
	Revisi_Bab 1_20.93.0164_1762838563_002.pdf (p.2)
	Revisi_Bab 1_20.93.0164_1762838563_003.pdf (p.3)
	Revisi_Bab 1_20.93.0164_1762838563_004.pdf (p.4)
	Revisi_Bab 1_20.93.0164_1762838563_005.pdf (p.5)
	Revisi_Bab 1_20.93.0164_1762838563_006.pdf (p.6)
	Revisi_Bab 1_20.93.0164_1762838563_007.pdf (p.7)
	Revisi_Bab 1_20.93.0164_1762838563_008.pdf (p.8)

